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SURABAYA

PERATURAN DAGRAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT IT SURABAYA

JOMOR 15 TAHUN 1986
TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN TOKOK BADAN DPENGAWAS, DIREKSI

DAN KEPHGAMALAN UFRUSAHAAY DAFRAH ATR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENG.N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALTKOT MDY A KEFALA DAFR.GH TINGK.T IT SURABAYA

&, bahwa Perusshaan Dacrah Alr Minum Kotamadya Daersh Tingkat
i1l Surabaya adalah merupokan bagian Perangkat Pemerintah -
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam melaksanskan tu
sas sehari-hari, sekaligus dituntut untuk dapat menghasil-
kan pendapatan bagi Penerintah Kotamadya Daerah Tingkat IX
Surabaya untuk menunjang kehidupan dsn perkembanzan Daerah
dalan rengka pelalisanaan otonomi yeng nyata dinamis dan -
bertanggung jawsb

B. bahwa dalan rangka usaha neningkatken kelancaran tugag Pe
russhaan Daerah fLir Minum Kotamadya Dacrah Tingkat IT Sura
baya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin-
terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Lir Minum Kota
nedya Doerah Tingkat I1 Surabaya berdaserkan prinsip eko
nori perusahaan yang sehat, dipandang perlu untuk segera -
neloksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Per
aturen Daerah Kotamadys Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7
tehun 1976 tentang rerusahzan Daerah Lir Minum 3

¢. bahwa uniult pelaksansan maksud tersebut diatas, dengan ber
pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 690 - 1572 ta
hun 1985, Surat ienteri Dalen Nemeri tengpal 15 Maret 1986
Homar 690/1294/PUCD dan Surat Menteri Dalam Megeri tanggal
2 Mei 1985 Nomor 690/1734/PUOD, perlu ditetapkan Ketentuan
ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dem Kepegawaian Pe
rusahasn Daersh Jir Minum Kotanadya Daerah Tingkat II Sura
baya, dengsn sunatu Peraturasn Daerah
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1k,

15.

Undang-undangz Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin
tohan di Daerah j

Undeng~undang Nomor 16 tahun 1950 juncto Undanz-undang Normar
2 tahun 1965 ;

Undang~-undang Nomor 5 tehun 1962 juncto Undang-undang Nomor
6 tehun 1969 tentang Perusshaan Daerah ;

Undang-undong Homar 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai -
dan Pensiun Janda/Duda Pegawsi

Undang~undang Forior & tzbun 1974 tentanz Pokok-pokok Kepega-
waian 3
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhenti-

an/Tenberhentian Sementara Pegawai Negeri j

Peraturan Pemerintah Momor 6 tahun 1976 tentang Pengadasn Pe

gawai Negeri Sipil

Peraturen Pemerintah Woror 7 tohun 1977 juncto Feraturan Pe
merintah Homor 15 tahun 1985 tentang Feraturan Gajl Pegawaie
Negeri 8ipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor € tshun 1977 tentang Penetapen =
Kembali Pokol: Fensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda
den /nal Yatim/Piatunya juncto Peraturan Femerintah Nomar 18
talun 1985 ;

Peraturan Pemerintsh Homor 3 tahun 1980 tentang Pengangkatan
dalan Pangkat Pegowal Negeri Sipil ;

Peraturon Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan -
Disiplin Pegawail Negeri Sipil i

Keputusan Presiden Nomar 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Pe
nyediaan dan Pengeluaran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Dae
rzh Otonom

Teraturan Menteri Dalam Negeri Nonar 1 tshun 1984 tentamg Ta
ta Cora Pewbinaan dan Pengavasen Perusshaen Daerah diling =

kungan Pemerintah Daerah j

Peraturan Menteri Dalsm Negeri Nomor 690 - 1572 tshun 1985 -
tentang Ketentuan~ketentuan Pokok Badsn Pengawas, Direksi -
dan Kepegewzian Perusahaan Daerah Air Minum ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri tenggal 7 Oktober 1981 Nomor
536 - 666 tentang Tata Cora Fengangkatan dan Pemberhentian -
fnggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahsan Deersh 3
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16, Peraturan Daerah Kotamedya Daersh Tingkat II Surabaya Nomor
7 tshun 1976 juncto Norior 14 tahun 1986 tentang Perusahasn-

Daerah Afir Minum

17. Peraturan Daerah Kotamadya Dgersh Tingkat IT Surabaya Nomor
19 tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Dae
rah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabays.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadys Daerah Tingkat IT -

Surabaya.

MENZTAPKAN

MEMUTUSKAN

+ PERATURAN DARRAN KOTAMADYA DAERAN TINGKAT IT SURABAYA TENTANG -

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKST DAN KEPBEGAWAI
AN PERUSABAAN DATRAH ATR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURA
BAYA.
BAB I
KTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratursn Daerah ini yang dimaksud dengan :
8. Pejabat yang berwensang,8dalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Jawa Timur j

bs Pemerintah Daerah,adalah Pemerintah Kotamadya Deersh Tingkat
IT Surabaya ;

c. Kepala Daerah,adalah “alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya 3

d. D ¢ w a nadalah Dewan Perwakilen Rakyat Daersh Kotamadya -
Daersh Tingkst IT Surabaya ;

¢. Perusahaan Daerah,adalsh Perusahaszn Daerah Air Minum Kotama-

dya Dserah Tingkat II Surabaya ;

f. Direksi,adalah Direksi Perusahaan Daerah j
Z. Badan Pengawas,adalah Badan Yengawas Perusahaan Dasersh ;

h. Pegawai.,adalah Pegawai Perusahaan Daerah dan digaji menurut-

veraturan gaji yang berlsku bagi Perusshaan Daerah ;

i. @ a j i,adalah Gaji yanz diberikan kepada Pegawai Perusahaan
Daerah 3

J. Gaji Pokok, adalah Gaji I'okok yang ditentukan berdassrkan go
longan atau ruang ysng ditetapkan wntuk pangkat itu dalam -
Peraturen Daerah ini ;



(1)

(2)

(1)

(2)

%. Penghasilen Pegawal,adalsh Gaji Pokok ditambah tunjangan=-tunjang
an dan penghasilan lainnya ;

1. Istri/Suani,adeleh seoreng Istri atau Suemi deri Pegawai berdesar

kan Perkawinan Sah menurut Hukum yeng berlaku

me A n a k,adaleh fnak kondung pegawal yang lehir dari perkawinan -
yarg szh, anak tiri dam atau snak angkat yang sah menurut pera -
twran yang herlaku, berusur kurang deri 21 tshun atau sampai de
ngen 25 tzhun bagi yang bersekolah belum berpenghasilan sendiri,
belum pernah kavin dan magih menjadi tanggungan sepenuhnya dari

pegawal ;

ne Pangkat,adaleh Xedudukan yang menunjukkan tingkat seobang pega -
wal dalam rangkaian Susunan Hepegawaian dan dipergunakan sebagai
dasar penggajien i

0. Jabatan,adalah Kedudukan yeng menunjukkan tugas tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang pegawal dalam rangkaian susunsn suatu -
Satuen (rganisasi ;

Pe Pensiun,adalah Sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua,
dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya -
kepada Perusshean Daerah j

a, Pesangon,adalah Sejumlah usng tertentu yang diberikan sekali se
bagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang te-
lah mengebdiken dirinya kepada Perusahaan Daerah.

B3 II
BLADAN PENGAWAS
Baglan Pertama

Susunan

Paszl 2

Badan Pengewas adalah suatu Badan yeng terdiri dari Pejsbat-pejabat
Pemerintah Daersh ;

Badan Pengawas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertsmggung jawabe
kepada Kepala Daerah.
Pasal 3

fngzota Badan fengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dae-
rah dengen Keputusan setelah mendapat persetujuen dari Pejabat yang
berwenmng 3

Maga jabaten Angrzota Bedan “engawas meksimum 3 (tiga) tahun



(3)

Anggota Baden Pengawas, spabila sudah habis masa jabatennya dapat
diangkat kembali,

Pasal &4

Anggota Badan ‘engawes terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) arang dan-

sebanyak-banyalmya 5 (lima) orang.

Pasal 5

Kepala Daersh menjabat sebagai Ketua merangkap anggota Badan Penga ~

WaS.

Pasal &

Susunan Anggota RBadan Pengawas sebagaimsna disebutken dalam pasal L,
Peraturan Daerah ini terdiri dari :

e

b.

Ca

d.

€a

(13

(2)

(1

Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota i

Kepala Bagian Ferekonomian Kotamadys Daerah Tingkut II Surabaya -
sebagai Sekretaris merangkap anggota ;

Kepala Bagian Pemerintahen Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya -
sebagai anggota ;

Kepala Dinaes Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
sebagai anggota ;

Kepala Dinas Kesehatan Dserah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabae
ya sebagal anggota.

Pesal 7

Ketua, Sekretaris dan pera Anggota Badan Pengawas dapat diberikan
uang jasa yang diatur oleh Kepala Daerah yang dibebanken kepada -
ingzaran Perusahaan Dzerah ;

Besarnya uang jasa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ini ada -

lah :

2. Setingzi-tingginya sebesar empat puluh perseratus dari gaji Di
rektur Utama wntuk Ketua 3

b. Setinggi-tingginya sebesar tiga puluh lima perseratus dari ga
ji Direktur Utama untuk Sekretaris ;

¢. Setinggi~-tingginya sebesar delapen puluh perseratus dari uvang
jasa Ketua untuk Anggota.

Bagian Kedua
URAIAN TUGAS
Pagal §

Badan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Undang-undang
Notior 5 tazhun 1962 membantu Kepala Daerah dalam :



a. Merumuskan kebijeksanasm dibidang pengelolaan Perusahaan Dae=

rah j,

b. Melakukan pengavasan sehari-hari atas jalannya Perusahasn Dae

rah 3

Cs Menentukan kebijaksanaan penggunaan Anggarsn Keuangan Perusak

hasn Dazerah i

ds Membantu dan mendorong ussha pembinaan dan pengembangan Peru-
sahaan Daerah berupa :

1. Hemberiksn pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah un
tuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah ;

2e Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasar kebijaksanaane
Xepala Daerah kepada Direksi j;

3. Meneliti rencangan fnggaran atau Perubshan Anggaran Perusa
haan Daerah dan menyiapkan persetujuan Kepala Daerah tiga
bulan sebelum tahun buku rulai berlaku ;

4, Meneliti Neraca Perusahaan Daersh pade akhir tahun buku -
dan menyaranksn saran tindak lanjutnye

(2) Mam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas
meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaben Di-
reksi, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah ;

(3) Hasil Penilaian pekerjaan dan pertanggusg jawaban Direksi sebagai
diatur pada ayat (2) pasal ini disampaiken oleh Kepala Daerah ke
Pada Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam melaksanaken tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 8§ -

Peraturan Daerah ini :

a, Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan atau rapat seca
ra berkala & (enam) bulan sekali stau sewaktu-wakiu diperluksn -

untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi i

b. Ketua Badan Pengawas wajib nenyelenggarakan Koordinasi baik da-
lam lingkungan Baden Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungsn-
dengean Direksi i

ce Apabile Badean Pengawas memandang perlu untuk mengadsksn perubah~-
en kebijaksanasn yang telah ditetepksn oleh Kepala Daerah hal -
tersebut harus diajuksn kepada Kepala Daerah untuk mendapat Ke=
putusen.
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BAB III
DIREKSI
Bagian Pertama
TUGAS
Pasal 10

(1) Perusshasn Deerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari se
kursng-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyek-banysknye 3 (tiga) -~
orang ;

{2) Pengecualian ketentuan dimaksud pada ayat (1) pesal ini harus ter
lebih debulu mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Dalem melaksamakan pengurusan dsn pengelolasn, Direksi bertugas :

a. Memimpin semua kegiatan Perusshasn Daerah i

b. Yemimpin den mengendalikan seluruh kegiatan baik ditingket Kantar-
Pugat, Kantor Cabsng maupun di Kantar-kantor lain yang ditunjuk

c. Merencanakan dan nonetapkan yprogram kerja Perusshaan Daerah 3

de Mengurus dan mengelola Administrasi Keuangean ;

e. Meleksanakan kegiatan teknik dan pemeliheraan ;

f. Menyelenggarsken Adninistrasi Umum 3

g+ Menyasmpaikan laporen berkala mengenai seluruh kegiatan termesuk -
perhitungan laba atau rugi ;

g« Mewekili Perusshaan Daerah baik didalam maupun dilnar Pengedilan.

Pagal 12

Dalem melakssnakan tugas sebagaimena disebutkan dalam Pasal 11 dalam-
Peraturan Daerah ini, Anggota Direksi mendapat pembagian tugas sesuai
dengan bidang tugas masing-mnasing.

Bagian Kedua
PENGANGKATAN NAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Direksi adalah unsur Pimpinen Perusahasn yang dalam melsksanskan tuges
nya bertanggung jawasb kepada Kepala Daerah, tidak termasuk Pegawai =
berdasarkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegewaian Perusahsan Daerah.

Pasal 14

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Daerah,
setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas untuk masa Jakbat
en 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan
tersebut berakhir ;



(2) Sebelum dikeluarken Keputusan Pengengkatan sebagaimena diatur pa-
da ayat (1) pasal ini terlebih dahulu dimintaken persetujuan dari
Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Pengangkatan den pemberhentian Anggota Direksi dapat bersifat selu -
ruhnya atau sebagian,

Bagian Ketiga
PTNOHASTITAN
Pasal 16

Direksi Peruszhaan menerima :
a., Gaji :
Direktur Utama :
menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan Perusahaen Dae-
rah (maksimum dua setengah kali gaji Pegawai yang tertinggi dida-
lam Perusahasn Daerah yang bersangkuten) ;
Direktur :
menerima sembilan puluh perseratus dari gaji Direktur Utama ;
b. Jasa Produksi : sesuai dengsn peraturan yang berlaku untuk Pega -~
wal 3
¢ Tunjangan Kesehatan : sesuai dengan peraturan yang berlalku untuk-
pegawai 3
d. Perumahan : Anggota Direksi mendapat Perumahan Dinas yang standard
atau pengganti sewa seimbang ;
e. Tunjangan lain-lain yang berlaku bagi Pegawai.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pagal 7 ayat (1), (2) dan Pasal
16 huruf a Peraturan Dserah ini harus didasarken ztas ketentuan bah
wa dasar penentuan uang jasa Badan Pengawas, gaji Direksi serta gaji
seluruh pegawai keseluruhannya berkisar antara sepuluh perseratus -
dan tiga puluh perseratus dari seluruh realisasi Anggaren Perusshaan
Daerah berdasarkan tahun Anggaran yang berlaku.

Bagian Keempat
BANA REPRESENTAST
Pasal 18

Dana Hepresentasi disediakan deri Anggaren Perusshaan Daerah sebanyak
banyaknya tujuh puluh lima perseratus dari junmlah gaji Direksi dalam 1
{satu) tahun yang penggunasnnya diatur oleh Direksi.
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Bagian Kelima
PESANGON
Pagal 19

(1) Anggota Direksi berhak.atas pesangon yeng pengaturannya ditetapkan
oleh Kepala Daerash dengen pembedasn sebagai berikut :

8. Bila diberhentikan dengen hormat karena masa jabaten pertama -
beraknhir mendapat pesangon tiga puluh perseratus dari gaji Der
sih dari tahun terskhir ;

b. Bila diberhentiken dengan hormat karena masa jabatan kedua berw
skhir mendapat pesangon lima puluh perseratus dari gaji bersih
dari tahun terakhir ;

¢e Bila diberhentiken dengan hormat karena masza jebatan ketiga dan
seterusnya berakhir diberikan pesangon tujuh puluh lima persera
tus dari penerimasn gaji bersih dari tahun terakhir ;

d. Bila Anggots Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum bera -
khirnya masa jabaten kedua der atau ketiga dan seterusmya menda
pat pesangon berdasarken perhitungen yang diperhitungksn atas -
dasar masa jabatan sebelummya

(2) Anggota Direksi tidek berhak atas pesangon spabila diberhentikan -
tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri

(3) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku jugs bagi Anggo
ta Direksi yang di=ngkat dari Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Pege
wal Negeri Sipil Daersh

(4) Bagi Direksi yeng diangkat deri Pegawai berhak menerime pesengon -
sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini atau memilih menjadi
Pegawai kembali dengam diberi pengkat sama dengen pangkat pegawai-
yang tertinggi dalam Perusahaan Daerah.

Bagian Xeenam
CUT1
Pasal 20

{1) Direksi memperoleh hak cuti sesuail dengsn peraturan ysng berlalku -
bagi Pegawai ;

(2) Pejobat yeng berwenang memberi cuti adelah Kepala Daerah atau Peja
bat ysng ditunjuk oleh Kepala Daerah.
KEPHIAWATAN
Bagian Pertama

PENCGADAAN PREGAWAI
Pasal 21

Yang berwenang menerima, mengengkat, menailkan pangkat, menetapken ga
ji berkala, menjatuhken hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai -
adalah Direksi.



Pasal 22

Pengadaan Pegawai dilakuksn hanya untuk mengisi formasi yang telah di
tetapkan.

Pasal 23

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang diten=-
tuken dalam Perzturan Daersh ini mempunyai kesempatan yang sama untulk
melamar dan diangkat menjadi Pegawai baru dalam Perusahasn Daersh.

Pasal 24

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah

a, lYiarga Negara Indonesia j

b. Berusia serendeh-rendahnya 18 (delapan belas) tahun den setinggi--
tingginys 35 (tiga puluh lime) tahun ;

¢« Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan ~
Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yeng tetap karena -
melakukan suatu tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindek pidama
kejahatan yang ade hubungannya dengsn jabatamya

d. Tidak pernah terlibat dalam suatu geraken yang menentang Pancasila
Imdang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintsh ;

e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai -
atau Instansi, baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta 3

f. Tidak berkeduduksn sebagai Pegswai Negeri atan Calon Pegawai Nege~
ri

g« Mempunyai pendddikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukean

h. Berkelakuan baik

i. Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pe
rusashaan Daerah.

Pagal 25

(1) Pengadesn Pegawai diumumkan seluas-luasnya oleh Direksi atau Peja-
bat yeng ditunjuk i

(2) Dalam pengumuman yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicantumkan
antara lain :
a. Junleh dan jenis lowongan 3
be Syarat-sysrat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
Ce Alamat tempat lamaran diajukan

d. Batas waktu pengajuan Surat lamaran.
Pagal 26

Setiap pelamar haru mengajukan Surat Lemaran yang ditulis dengan tu -
lisan tangan sendiri kepada Direksi dengsn disertat :



a. Daftar Riwayat Hidup ;

b. Salinan Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang diperluksn ;

¢» Burat Keterangan berkelakuan baik deri Pejabat yang berwsjib 3

d. Surat Keterangsn Kesehatan dari Dokter yang ditunjuk ;

e. Surat Ternyatean Pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara
atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilen yamg sudah mempu
ryei kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak -
pidana kejahaten atau tindak pidana kejabatan yeng ada hubungan
nya dongan Jjebatan 3

f. Surat Pernyatsen Pelamer, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam -
geraksn yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ne~
gara daen Femerintah ;

B« Surat Pernyatsan Pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan -
tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instamnsi, baik Instan
sl Pemerintah maupun Instansi Swasta ;

h., Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai -
Pegawal Negeri atau Calon Pegawai 3

i. Pas foto menurut ukuran dan jumleh yang ditentuken ;
Jj» Salinan sah Keputusan atau keterangen tentang Pengelamen Reker-
Ja bagi pelamar yang telah mempunyzi Pengalaman Bekerja ;

k. Surat Keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.
Pasal 27

Surat Lameran y=ang tidek memenuhi syarat dikembalikan kepeda yang
bersangkutan disertzi alasan-alasan.

Pasal 28

(1) Pelamar yang surat lamersnnya memenuhi syarat dipenggil untuk meng
iketi ujian 3

(2) Ujien diselenggarakan oleh suaku Panitis yang dibentuk oleh Direk
sia;

(3) Wjian meliputi :
a. Pengetehuan Umunm j
bs Pengetshuan Teknisz 3
¢. Kepribadian apabila dipandang perlu.

Pagal 29

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direksi menjadi Calon Pegawai Pe
russhaan Daerah den dipekerjaken serta digaji berdaserksn peraturan -
yeng berlalku,
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Pasal 30

(1) Bogi Pegawai yong telah menjadi Calon Pegawai Perusahasn Daersh,
sekurang-kurangnya 7 (tiga) bulan den paling lama 1 (satu) tahun
diangkat oleh Direksi pmenjadi pegawail penuh dalam pangkat terten

tu menurut Peraturan ymng berlaku jika memenuhi syarat-syarat :

8. Telah menunjukkan kesetiaen dan ketaatan venuh kepada Pencasi
la, Undang-Umdang Dasar 1945, Nogare den Pemerintah

be Telah menunjuldian sikap den budi pekerti yang baik 3

ce Telah menunjukkan kecakapan dalam melakuken tugas g

d. Telah memenuhi syaral-syerat kesehotsn jasmani dan rohamni un
tuk diangkat menjedi pegewal 3

(2) Syerat-syarat yang dimaksud pada :s~t (1) huruf a, b dan ¢ pasal
ini, dinyatakan secara tertulis oleh atasan yeng bersangkutan -
yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjasn, sedang ~
syarat yang dimsksnd dalam huruf d dinyatakan delam surat kete -
rangan yang dikeluarkan oleh Dokter dan Ahli lainnya yang ditun=-
juk oleh Direksi ;

(3) Bagi setiap Calon Pegawai Perusahaan Daerah pada saat pengangkat
an menjadi pegawai penuh herus mengangkat sumpah atau jan]i pegaw
wai Perusahaan Daerah menurut agama at-u kepercayasan masing-masing.

Pasal 31

Bagi pegawai yzng telzh menjadi Calon Pegawal Peruschasm Daerah teta.
pi tidak memenuhi sysrar-syarat s=bag~ir--~a diehir dalem Pasal 30 -
Peraturan Daerah ini, diberhentilkesn sebagii pegawai tanpa ganti rugi
apapun.

Passl 32

Dalam rangka kepentingan pek:elasu Peruzahoan Toerah, Direksi da-
pat mengangkat pegawel honorer yang jumlahnya akan diatur dalam Per
aturan Direksi.

Bagian Kedua
NAMA DAl SUSUNAN KEPANGKATAN
Pagal 33

Nama dan susunan pengkat pegawail dari yang terendeh sampai dengan =
yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam lempiran I Peratur
an Daerah ini.



“ 13 -

Pasal 34

(1) Pegawai diangkat dalem pangkat tertentu sebagaimena dimaksud da =
lam Pasal 33 Peraturan Daerah ini

(2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pa~
sal ini, dilskukan bherdasarkan Keputusan Direksi.
Bagian Ketiga
BINGHASTLAN PEGAWATL
Paragraf 1
GAJI POKK
FPasal 35

Kepada pegawail yang diengkat dalam suatu pengkat menurut Lempiran I
Peraturan Daerah ini, diberikan gaji pokok menurut golongan atau ru
ang goji yang telah ditentukan untuk pangkat itu,

Pasal 36

Kepada seorang yang diangkat menjadi Pegawai Percobaan, diberi gaji-~
pokok sebesar delapan puluh perseratms dari gaji pokok sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daersh ini.

Pasal 37

(1) Fenetapan gaji pokok Pegawai yang diangkat pada suatu pangkat -
yong termasuk dalenm golongen atau ruang gaji baru yang lebih ting
gi dari pada golongon atsu rueng gaji menurut pangkat lama, dibe-
riken geji pokok den masa kerja golomgan dalam golongen atau ru-
ang gaji baru yeng scgaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam
pangkat lama menurut lLempiran IT Peraturan Daerah ini 3

(2) Apebila gaji pokok Pegawai Negeri Sipil mengalami kenaikkan dan -
apabila keuangan Perusshasn Daerah memungkinkan, maka gaji pokok
pegawal dapat dinaikkan yeng pelaksonaannya ditetapkan dengan Ke
putusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daersh mela -
Iui Baden Fengawas.

Pasal 38

Penatapan gaji pokok Pegawal yang ditetapkan dalam suatu pangkat ter
masuk golongan atau rvang gaji baru yang lebih rendah dari golongen-
atau ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok den masa -
kerja golongan atau dalam golongan ruang gaji baru yang akan dipero
lehnya, jika yang bersangkutsn terus menjabat pangkat baru itu,.

Fagal 39

(1) Kepada pegawai diberikan kenaikkan gaji berkala apabila dipenuhi-
syarat-syarat :



(2)

- -

a. Menurut daftar penilaian pelaksanaen pekerjaan bagl yang ber -~
sanglautan teleh menunjukkan kemsmpuan kerja, kejujuran, kepa -
tuhen kerja dan kepemimpinan (bagi staf dean Pimpinen Cabang)de
ngan baik ;

b. Telah mencapai mase kerje golongan yang ditentuken untuk kenaw
ikkan gaji bherkalsa ;

Apabila yang hersangkutan belum memenuhi sysrat tersebut pada -
ayat (1) huruf a Pasal ini, kenaikkan gaji berkala itu ditunda pa
ling lama untuk 1 (satu) tahun dan apabila sehabis waktu penunda~
an terzebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat =
maka kemaikkan gaji berkala itu ditunda lagi tisp-tiap kall paling
lama 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Kepada pegawai yang menurut dafter penilaian pelaksanaan pekerjaan -

menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan den prakarsa yang
baik, sehingga patut dijadiken Pegawai Teladan, dapat diberikan Ke~
naikkan gaji istimewa dengan memajukan seat kenaikken gaji yang akan
datang dan saat-saat kenaikkan gaji berkala selanjutnya dalam pang -
kat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

1

(2)

Paragraf 2
IUNJANGAN TUNJANGAN
Pasal &1

Disamping gaji pokok Pegawal juga dapat diberikan tunjangen -~ tun
jangan sebagai berikut :

. Tunjangan Istri dan Anak ;

b. Tunjangan Kemahalan

c. Tunjangan Pengobatan ;

de Tunjangan Perumahan atau Pengganti Sewa Rumah 3

¢e Tunjangan Sandong Pangan |

f. Tunjangan Perusshaan §

g« Tunjangan Jabatan ;

he Tunjangan Pelaksana i

i. Tunjangan Keahlian

je Tunjangan Representasi ;

k. Tunjangan tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan Kepale Daersh melalui Badan Pengawsas.

Pelaksanaan Pembayaran atas Tunjengan-tunjangen sebagaimana dimsk
sud pada ayat (1) pasal ini disesuaiksan dengan kemsmpuan Perussha
an Daerah dan diatur tersendiri dengen Keputusan Direksi.



- 15 -

Paragraf 3
MASA KERJA
Pasal 42

(1) Masa Kerja Pegawai termasuk masa sebelumr menjadi pegawai dapat
diperhitungkan dengan Keputusan Direksi

.

(2) Direksi dapat memberikan mesa kerja tambshan bagi pegawai yang -
berhagil meningkatken pendidikannys berdassrkan Keputusan Direksi.

Pasal 43

Dalam rangka pengangkatan Pegawai Honorer, Direksi mengatur ketentu-
an honorernya dalam Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetuju
an Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Bagian Keempat
PENGANGKATAN DALAM PANGKAT DAN KENATKAN PANGKAT
Paragraf 1
PENGANGKATAN DALAM PANGKAT
Pasal 44

Setiap pegawai diangkat dalam pangkat teritentu berdasarkan peraturan
yang berlaku.
Pagal 45

(1) Pangkat-pangkat yang dapat diberiken untuk pengangkatan pertama -~
adalah :

a. Pegawai Dager Muda Golongan Ruang A/1 bagi mereka yang memiliki
STTB Sekolah Dasar ;

be Pegawai Dasar Mada Tingkat I Golongan Rusng 4/2 bagi mereka -
yeng sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum -
Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama > ta
hun 3

cs Pelsksanza Muda Golongan Ruang B/1 bagi mereks yang sekurang-ku
rangnya memiliki STTB Sekolah Urmum Tingkat Atas, Sekolah Kejuru
an Tingkat Atas Non Guru 3 tshun 3

de Palaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2 bagi mereka yeng se
kupang~kursngnya memiliki Ijasah Serjena Muda, Ijassh Akademi,
Ijasah Bakaloriat, Ijasah Diploma III j

e. Staf Muda Golongan Ruang C/1 bagi mereka yang memiliki Tjasah-
Sarjana, Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, Ijasah Pasca Sarjana,
Ijasah Spesialis I ;
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(2) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimsna dimaksud ayat (1)
pasal ini, harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditehtukan
dalam Peraturzn Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
KENATKAN PANGKAT
Pasal 46

Kenaiken pangkat Pegawal ditetapken pada tanggal 71 April den 1 Okto-
ber setiap tehun,

Pasal 47
Kenaikan pangkat adalah penghargasn yang diberikan atas pengabdian -
yang bersangkutan terhadap Ferusshaan Daerah.

Pasal 48

(1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pengkat vang diberikamn ke
pada pegawai, yang memenuhi syarat-syarat yeng ditentukan tanpa -
memperhatikan Jabatan yang dipangkunys ;

(2) Kenaikan pangkat reguler bagi pegawai yang memilild :

a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Muda
Golongan Rusng B/1 ;

b. STTE Sekolash Umum Tingkat Pertema, Sekolah Kejuruwan Tingkat -
Pertama 3 tahun adaleh sampai dengen pankiat Peleksana Golongan
Ruang B/3 ;

c. STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejurusn Ting
kat Atas Non Guru 3 tahun, adalah sampai demgan pengkat Staf -
Muda Golongan Ruang C/1 3

de Ijaseh Sarjema Muda, Akademi atau Ijasah Diploma IIT, adalah -
sampai dengan pesngkat Staf Mude Tingkat I Golongen Ruang C/2 ¢

e. Ijasah Sarjsma, Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, adalsh sampai-
dengan pengkat Staf Tingkat I Golongan Rueng C/%4.
Pasal 49
Kaniken Pangkat Reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih
tinggi apabila pegawai yang bersangkutan :

g, Telah 4 (empat) tahun dalam pengkat yeng dimilikinya dan setiap -
unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kursngnys bernilai
baik 3

b. Telah 5 (lima) tehun dalam pengkat yang dimilikinya dan setiap wn
sur penilaian pelaksanaan pekerjasn sekurang-kursngnya bernilai -
cukup.



Pasal 50

(1) Kaniken Pangket Pilihan adalal kenaikan yang diberikem kepada Pe
gawal yang memangku jebatan Strukturil tertentu dan yang telah me

menuhi syarat-syarat yang ditentukan i

{2) Keniken Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pang
kat yang ditentukan Jabatan yang bersangkutan.

Pasal 51

Pegawal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah ini, da
pat dinaikan pengkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi jike :

2. Telah 4 (empat) tahun dalam pamgkat yeng dimilikinya dem setiap-
unsur penilaian peloksanaan pekerjasn sekurang-luramgfiya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;

be Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian
pelaksanaan pekerjsan rata-rata bernilai baik, dengsn ketentuan -
tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yeng bernilai iu
rang.
Pagal 52

(1) Pegawai yang memangku jabatan sebagaimena dimeksud dalam Pasal 50
Peraturan Daerah ini, tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat te
rendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikken vangkat
nya setiap kali lebih tinggi jika :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimi
likinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku ja -
batan yang bersamgkutan den setiap unsur penilaian yelaksanasn
pekerjaan sekurang.kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir ;

be Sekurang-kurangnya 3 {(tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki-
nya, selurang-kurangnya telah 1 {(satu} tahun memangku jabatan-
yang bersangkutan dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan rata -
rata bernilai baik dalam 2 {dua) tahun terkahir dengan ketentu
an tidak ada unsur penilaian pelaksanasn pekerjasn yang berni-
lai kurang ;

(2) Kenaikan pangkat sebagaimena dimeksud pads ayat (1) pasal ini da
pat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali seloma menjadi Pe
gawai,

Pasal 53

Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukken-
Prestasi luar biasa.
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Pasal 5S4

Pegawal yang menunjukkan prestasi lvar biasa, dapat diberikan kenaik

kan pangkatnya setingiat lebih tinggi apsbila :

e

b.

Cs

de

Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus menerus
selama 2 (dua) tahun terskhir, sehingga ia nyata-ayata menjadi te
ladan bagi lingkungannya yeng dinystaken dengan Feputusan Direksi

Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yeng dimili-
kinya 3

Stiap unsur penilaian pelal:sanaan pekerjaan bernilai amat baik se
lama 2 {dua) tahun terakhir ;

Masih dalom batas jenjang yang ditentuken bagi jabatan yang  di-
pangku oleh pegawai yvang bersanghutan.

Bogian Kelima

PENILATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN DAFTAR
URUT. 'EEPANGKATAN

Paragraf 1
PENILATAN PELAKSANAAN PEXKERJAAN
Pasal 55

Terhadap setiap Pegawal dilakuksn penilaian pelaksanaan sekali seta-
hun oleh Pejabat Penilai.

(1)

(2)

(3)

Pasal 56

Hasll penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangken dalam -
daftar penilaian pelaksansan pekerjasn ;

Daftar-daftar penilaian pelakssnaan pekerjaan, Unsur-unsur yang -
dinilai adalsh :

a. Kesetiasn ;

b. Prestasi Kerja ;

c. Tanggung Jawab 3

d. Ketaatan ;
e. Kejujuran

-

f. Kerjasama
g« Prakarsa, dan
he Kepemimpinan.

-

Yang dimaksud dengan 3
a. Kesetiaan adalah Lkesetizan, ketaatan dan pengabdian kepada -
Pancasila, Undang-Undeng Pasar 1945, Negara dan Pemerinteh



b.

€e

h,
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Prestasi kerja adalah hagil kerja yong dicapal oleh seorang pe
gawal dalam melaksanakan tugas yanz dibebankan kepadanya j

Tangguns jowab adalah kesanggupsn seorang pegawal menyelesai -
kan pekerjasn yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-bailmysa;

Ketaatan adaleh kesanggupan seorang pegawal untuk mentaati se
gala peraturan perundeng-undangan den peraturan kedinasan yang

berloku dan nentaati perintah kedinasen ;

Kejejuran adalah ketulusan hati seorang pegawai galam melaksa-
nakan tugos dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewe -

nang yang diberiken kepadanya

Ker jasomo adalsh kemsmpusn seorang pegawal untuk bekerja sama
dengen oreang lain dalam menyslesaikan suatu tugas yeng ditentu
kan

Prakarsa cdalah kemampusn seorsng pegawai untuk mengambil kepu
tusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindeken yang -
diperlukan dalam melaoksenakan tugas pokok tanpe menunggu perin
tah atasan ;

Kepermimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan
orsng lain sehingga dapat dikersiikan secara maksimal uniuk me
laksanzken tugas pokok 3

(%) Unswr Yepemimpinar sebagaimana dimeksud pada ayat (2) huruf h pa-

sal ini henysa dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda

Golongan B/1 ke atas yang memangku suatu jabatan.

Pasal 5%

Hasil pelaksanasn pekerjaan dengan scbutan dan angka sebagal berikut
a. Amat baik = 91 - 100 ;

b, Baik = 76 - 90 j
c. Cukup =65 - 75 ;
d. Sedang = 51 - 60 ;
e. Kurang ! 50 kebawah j

Daftar Penilajan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.

Pasal 58

(1) Pejobat penilei adalah atasan langsung pegawail yang dinilai i

(2) Pejabat penilai wajib melakuken penilaian pelaksanasn pekerjasn -

terhadap pegawal yang berada dalam lingkungannya j

(3) Penilaian peleksenean pekerjasn sebagaimana dimaksud pada ayat -
(2) pasal ini dilakuken pada tiap-tiap akhir tahun.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(&)

Pasal 59

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan diberiksn oleh Pejabat Pe

nilai kepoda pegawai yang dinilai

Apabila pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam dafiar
penilaian peloksanaan pekerjaan, ia dapat mengajukan keberatan di
sertai dengon alasan-alassnnya kepada Atasan Pejabat Penilai mela
Iui himrarki delam jengks waktu 14 (empat belas) hari sejak tang

gal diterimcnya Daftar Penilaian FPeleaksanaan Pekerjaan tersebut.
Pasal 60

Pejabat Penilai menyampaiken Daftar Penileian Pelaksanaan Pekerja
an kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagail berikut

a. Apabila tidak ada keberatan deri yeng dinilai, Daftar Penilai-

an Telsksanaan Tekerjaan tersebut disampaiken tanpa catatan 3

b. Apabila ada keberaten dari pegawai yang dinilai, Daftar Peni -
laian Pelaksanaen Pekerjaan tersebut disampaiken dengen catat-
an tentang tenggapan Pejabat Penilai keberatan yang diajukan -
oleh Pegawai

Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penileian-

Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya ;

Apabila terdepat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabst Penilst
dapat mengadekan perubahan nilai yzng tercantum dalam daftar peni
laian pelaksanasn pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pa
sal ini 3

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjasn baru berlaku sesudah ada -

pengesahan deri Atasan Pejabat Penilad,

Poregraf 2
DAFTAR URUT KEPANGKATAN
Pasal 61

Daftar Urut Kepangkatzn dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

Pagal 62

Daftar Urut Kepangkatsn digunaken sebagai salah satu bahan pertim -

bangan obyektif dalam melakssnaken pembinasn kerier pegawai.

Pasal 63

Apabila ada lowongan jobztan, pegawai yang menduduki Dafter Urut Ke

pangkatan yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu,
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Pasal 64

Urutan yang digunakan untuk menetnpkan nomar urut dzlam daftar urut-

kepangkatan secara berturut-turut adalah :

2. Pangkat

b. Jabatan ;

ce Masa Kerja i

da latihan Jebatan ;
<o Pendidiken, dan
f. U5 i a.

Pasal 65

Dafter urut kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumikan oleh -

Direksi dan nenurut cersa yang ditentukan.
Pasal 66

(1) Pegawai ysng merasa nomor urutnya dalam daftar urut kepangkatan ,
tidek tepat, dapat mengajuken keberatan secara tertulis kepada Di
reksi atau Fejabat yang ditunjuk ;

(2) Dalam Surat keberatan sebagaimsna dimeksud pada ayat (1) pasal =

ini, harug dimiat alasen-alasan keberatan itu 3

(3) Kebaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dia
juken dalam jangka waktu 30 (tuga puluh) hari sejak tanggal pengu
munan Daftar Urut Kepangkatan.

Bagian Keenam
Cauti
Pasal 67

(1) Setiap pegawai diberi hak cuti i
(2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau Fejabat
yanz ditunjuk.
Pasal 68

Cuti terdiri dari :

ae Cuti Tahunan 3

b. Cuti Besar ;

c. Cuti Sakit ;

d. Cuti Bersalin, den

e= Cuti karena alasan penting.

Pasal 69

(1) Pegawai yang telah bekeria sekurang-kurangnys satu tahun secara -
terus nenerus berhak atas cuti tchunan 3§



(2}
(3}

(&)

(5}

(1)

(2)

(3)

(&)

(1)

(2}

(3)

(&)

Lamanya cuti tshunan adalah 12 (dua belas) hari kerja ;
Cuti tchunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang -
kurang dari 3 (tiga) hari kerja ;

Untuk mendepat cuti tshunan pegawai yang bersangkutan mengajukan-
permintaan secsra tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditun
juk ;

Cuti tzhunen diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabate-

yang ditunjuk.
Fasal 70

Pegawai yanz teloh bekerja selmrang-kurangnyz & (enam) tahun seca
ra terus menerus berhak atas cuti beser yang lamanya 3 (tiga) bu
lan 3

Pegawai yang menjalani cuti besar, tidak berhak lagl atas cuti ta

hunannya delam tahun yang bersangkutan ;

Untuk mendapatkan cuti besar, pegawal yang bersangkutan mengaju -
kan pernintaan secara tertulis kepada Direksi ataw Pejabat yang -~
ditunjuk 3

Cuti besar diberiken secara tertulis oleh Direksi atau Pejabay -
yang ditunjuk.

Pasal 71
Setiap pegowal yong menderita sakit berhak atas cuti sakit.
Pasal 72

Pegawai yeang sakit selama 1 (satu) ateu 2 (dua} hari berhak ates
cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada
atasannya 3

Pegawai yang sakit lebih dari 2 {dua) hari sampai dengan 14 (em -
pat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pe
gawai yong bersanpkutan harus mengajuken permintaan secara tertu-
lis kepada Direksl atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirksne
Surat Keterangan Dokier :

Pegawai yong menderita sakit lebih dari 14 (empat belasg) hari ber
hak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersange
kutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi-
atou TPejabat ymng ditunjuk oleh Perusahaan Daersh

Cuti sakit scbagainmana dimaksud ayat (3} pasal ini, diberiken un=

tuk waktu zaling lama 1 (satu) tahun
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(5) Pegawai yang tidek sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagai
mana dimsksud wpada ayat (4) pasal ini harus diuji kembali kesechat
annya oleh Dokter yang ditunjuk oleh Ferusshaan Daerah 3

(6) Apabila berdasarksn hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud
ayat (5) pasal ini pegawai yang bersangkutan belum sembuh deri pe-
nyzkitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannys ke
rena sakit dengan mendapat wang tunggu berdasaxrken peraturan yang
berlaku,

Pasal 73

(1) Pepawai wanita yong mengalami gugur kendungan berhak atas cuti sa
kit untuk paling lama 1%+ (satu setengah) bulan ;

(2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimena dimakeud delam ayat (1)=
pasal ini yang bersangkutan mengajuken permintaan secara tertulis-
kepada Direksi atau Pejabat yong ditunjuk dengan melampirkan surat
keterangan Dokter atau Bidan.

Pasal 74

Pegawei yang mengalemai kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan-~
tugas kewajibannys sehingga ia perlu mendapat perawatan, berhak atas
cuti sakit sampel ia sembuh dari penyekitnya.

Paszl 75

Selana menjalankan cuti asakit sebagaimena dimaksud dalam pasal 71 sam
pei dengan 74 Peratursn Daerah ini, pegawai yang bersengkutsn meneri-
na penghasilan penuh.

Pasal 76

Cuti sakit sebagaimena dimaksud delem Pasal 71 sampai dengen 74 Pera-
turan Daerah ini, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Pera-
turan Daerah ini, diberikan secara tertulis oleh Direksi atan Pejabat
yang ditunjuk.

Pagal 77

(1) Untuk persalinan anak yang pertams, kedua dan ketiga, pegewai wani
ta diberikan atas cuti bersalin ;

(2) Waktu persalinan anak yang keempat dan seterusnya pegawai wanita «
diberikan cuti diluer tanggungan Perusahasn Daerah

(3) Lomanya cuti bersalin tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini ada
lah 1 (satu) bulan sebelum den 2 (dua) bulan sesudah persalinanm.
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Pasal 78

(1) Untuk mendapatkan cuti bersalin, pegawai wanita yeng berssngkuten
nmengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat
yang ditunjuk

(2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat
yang ditunjuk.
Posad 79

Selama menjalankan cuti bersalin pegawai wapgita yang bersangkutan me
nerims penghasilan penuh.

Pasal 80
Yeng dimsksud dengan cuti karena Alasan Fenting adalsh cuti kerema :
a., Jbu, Bapak, Istri atau Suami, finak, Adik, Kaksk, Mertua atau Me -
nantu sakit atau karena meninggal dunisa

be Melangsungksn perkawinan yang pertama
ca dlasan Penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Direksi.

Pagal 81

(1) Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting 3
(2) Ismanya cuti karena alasan penting ditentuksn oleh Direksi atau ~
Pejabat yang ditunjul wemberiken cuti wntuk paling lama 2 (dualbu
lan,.
Pasal 82

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yamg ber

sangkutan mengajukasn permintasn secara tertulis dengem menyebut
kan alasan-alasannya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk

(2) Cuti karena alasan penting diberiksn secara tertulis oleh Direksi
atan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 83

Selams menjalankan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersang-
knten menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketujuh
DISIPLIN PEGAWAL
Paragraf 1
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal, 84

Setiap pegawai wajib :
8., Setia dan tosat sepenuhnya kepada Pancasila, Undeng Undeng Dasar-
1945, Negara dan Pemerintsh ;
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Mengutamaken kepentingan Negars, Pemerintsh den Perusahasn Dae

rah diatas kepentingen golongan atau diri sendiri i

Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah ;
Menyinpan rahasia Perusahaan Daerah atau rahesgia jabatan dengan
sebaik-bailmya ;
Melakukan ftugas kedinasan dengan sebaik-bailmya dan dengan pe
nuh pengabdian, kescdaran dan tanggung jawab g

Bekerja densean jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk ke
pentingan Perusahamn Daerah ;

Memeliharza, meningkatken kentuhan dan kerjasama delam lingkung
an Perusahasn Daerah 3

Menciptakan dan memelihara suassana kerja yang baik i
Menggunakan dan memelihara barang-barang gilik Perusshaan Dae
rah sebaik-baiknya ;

Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada mesyarakat -
menurut bidangnva masing-masing ;

Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terha -
dap bawshannya 3

Menbimbing bawahannya dalam melaksanaksn tugasmya

Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap ba
wehannya 3

Mendarong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjz.

Pasal 85

Setiap Pegawai dilsrang :

e

b.

Ca

de

€a

f.

Menyalah gunckon wewenangnya

Melakukan legiatan-kegiatan yang langsung atav tidak langeung-
merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara

Menyalah gunakan barang-barang atau uwang atau surat berharga -
nilik Perusahaan Daerah j

Memiliki, menjual, membeli, menggadaiken, menyewakan atau me
minjemkan barang-tarang berhargs nilik Perusahaan Daerah seca-
ra tidak seh.

Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahen -
atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya de-
ngan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongen atau pihak la
in yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perussha
an Daerah ;

Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari -
siapapin juga yang diketzhui atau patut dapat diduga bahwa pem
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berian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabat
an atau pekerjaan pegewal yang bersangkutan ;

g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 3
h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama -
baik Ferusahaan Dacranh atau Negara ;
i. Menghalangi berjalannys tugas kedinasan
J« Bertindak selaln perantara bagi sesuatu pengusaha atau golong-
en untuk mendapatkan pekerjzan atau pesanan dari Perusshasn -
Daerczh 3
k, Memiliki ssham atau modal dalam Perusahasn Daerah 3
1. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pi
hak lain.
Paragraf 2
HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 86

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentu
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Daersh
ini adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 87

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pida~
na, pegawal yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hulamen -
disiplin oleh Direksi :

1. Tingkat Hulkuman Digiplin dari :
aws Hukuman disiplin ringan ;
b, Hukuman disiplin sedang
c. Hukumen disiplin berat.

2o denis Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari :
a. Tegaran lesan;
b. Tegaran tertulis ;

¢. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

3s Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :
a. Penundaan kenaikken gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu)ta
hmn ;
b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikkan gaji berkala -
untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
c. Penundasn kenaikkan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
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L. Jenis Hukumen Didiplin Berat terdiri deri :
a. venundaan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah,
untuk paling lama 1 (satu)tahun ;
b. Pembebasan dari Jabatan 3
ce Memberhentiken dengan hormat tidak atas permintean sendiri-
sebagal pegawai ;

d. Pemberhention tidak dengan hoarmat sebagail pegawai.

Bagian Kedelapan
TEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pasal 88

(1) Untuk kepentingsn pengadilan secrang pegawal yang diduga telah me
lakukan suatu kejahatan atau pelenggaran jabatan dan berhubung de
ngan itu oleh pihak yang berwajib dikenskan tahanan sementara, mu

lai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara 3

(@) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat diperlakukan terhadap-
seorang pegawail yang oleh pihak berwajib dikenakan tshanan semen-
tara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pi
dana yang tidak menyangkut jabatamnys, dalam hal pelanggaran yeng
dilakukan itu berakibat hilangnys penghargasn dan kepercayaan atas
diri pegawal yang bersangkutan, atas hilangnya martabat, serta wi

bawa pegawail itu.

Pasal 89

Searang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakuken penye
lewengan terhadap ideclogi dan haluan negara atau ia terbukti dengan
sadar dan atau sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentingan -
dan keselamatan Bangsa dan Negara.

Tasal 90

(1) Kepada searang pegswai yang dikenskan pemberhentian sementara me
nurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah ini :

8. Apabila belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang di
lakukennya pelanggaran yang diddkWaken atas dirinya mulai bu -
ilan berikutnya ia diberhentikan semmntara diberikan gaji tujuh
puluh lima perseratus dari gaji pokok yeng diterima terakhir ;

b. Apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang meyekinkan bahwa ia te
lsh melskukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya midai -
bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberiken gaji se
besar lima puluh perseratus dori gaji pokok yang diterimanya -
teraihir ¢
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(2) Kepada seorang pegawsi yang dikenakan pemberhentian sementara memu
rut Pasal 88 ayat (2) Feraturan Dserah ini mulai bulan berikutnya-
ia diberhentikan diberikan gaji sebesar tujuh puluh lima persera -
tus dari gaji pokok yang diterima terakhir,

Pasal 91

Untuk menghindari kerugian bagi keuangan Perusahean Daerah, maka per-
kara yang menyebablmn seorang pegawal dikenakan pemberhentian sementa
ra harus diperiksa dalam wakiu yang sesingkat-singkatnya ager  dapat
diambil keputusan yang tepat terhadap pegawal yang bersangkutan.

Fesal 92

(1) Apabila sesudsh pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pega~
wai yong dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah
maka pegawal itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali ps
da jabatannys semula. Dalam hal demikian, selama masa diberhentilesn
untuk sementara ia verhsk mendapat gaji penuh serta penghasilan =
¥yang berhubungsn dengan jabatannys ;

(2) Apabila sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yemg bersangkutan ter
nyata bersalah :

a. Terhadap pegawai yang dikenskan pemberhentian sementara menurut
Pasal 88 ayat (1) Peraturan Deerah ini, harus diambil tindaken-
pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangen yang te
lah dibayarkan kepadanye tidak dipungut kembali

b. Terhadap pegawal yang dikenakan pemberhentian sementara menurut
Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah ini, jika perlu diambil #in
dakan, harus diambil tindaken sesuai dengan pertimbangan atau -
keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang me
nyengkut diri pegowai yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka me
ngenai gaji serta penghasilan-penghasilan 1zin diperlakuksn ke
tentuan seperti tertera pade ayat (1) dan ayat (2) mruf a pa-
sal ini,

Fasal 93

Pemberhentian searang pegawai berdasarksn Peraturan Daerah ini, dite-
tapkan mulai ekhir bulsn Keputusan Fengadilsn atas pekaranys mendapat
keluatan hulum yang tetap.

Bagian Kesembilan

PEMBERH BNTIAN
Pasal 94

Pemberhentien pegawal adalah pemberhentian yang wengakibatkan yeng -
berssnglkntan kehilangan statuenya sebsgai pegawai.
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Pasal 95

Pemberntian Pegawal terdiri dari :

.
b.
Ca

d.

(1>

(2)

1

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pemberhentian atas periiintasn sendiri i

Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun

Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi ;
Pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindakan pidana -
atan penyelewengan ;

Pemberhentian karena tidak cakap jasmsni dan rohani
Pemberhentian korena meninggalkan tugas i

Pemberhentian karenz meninggal dunia atau hilang ;

Temberhentian karena hal-hal lain,

Pasal 96

Fegawai yang meminta berhenti, diberhentiksn dengan hormat seba -
gad pegawai

Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat
ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingsn
Perusahaan Daerah yang mendadak.

Pasal 97

Pegawal yang telah mencapai bhatas usia pensiun diberhentikan de
ngan hormat sebzgol pegawai

Batas usia pensiun sebagaimena dimaksud pada ayat (1) pasal ini -
adalah 56 (lima pulyh enam) tahun

Batas usia pensiun bagi pegawai yeng memangku jabatan Direksi ada
lah 60 (enam puluh) tahtn.

Fasal 98

Apabila ada penyederhenasn organisasi Perusahasn Dserah yang meng
akibatkan kelebihan pegawai, maka pegawai yang kelebihan disalur-
ken ke Derusahaan Daerah lainnya ;

fpabila penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ,
tidak mmnglkin dilaksanaksn, maka pegawai yomg kelebiham diberhem-
tikan dengsn harmat sebagai pegawai.
Pagal 99

Pegawal dapat diberhentikan tidak dengen hormat sebagai pegawai -
karena :

a. Melangger sumpah ateu janji pegawai, atau peraturan disiplin -

pegawai Perusahaan Daerah ;
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b. Dihukum penjera berdaserkan peratursn pengadilan ysng sudah =
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja me
lakukan su2tu tindak pidana kejshatan ysmg diancam dengan pida
na setinggi-tingginya & (empat) tamm atau diancam pidana yang
lebih berat.

{(2) Pegawai diberhentikan tidek dengan hormat sebagai pegawal apabila
di pidana wenjera atau kurungan berdaszrken Keputusan Pengadilan-
yang telah merpunyai keluatan hukum yang tetap karena

a. Melakukan tindak pidanz kejahatan jabatan atau tindak pidsma -
kejahatan yoang ada hubungannya dengan jabatan, atau

b. Melakukan snatu tindzk pidana kejzhatan sebagaimana dimaksud -
dalam pasal 104 sempai dengan pasal 161 Kitab Undang-undamg Hu
kum Pidana

(3) Pegawai diterhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, apabi-
la ternyate melakukan usaha atau kegiatan ysmg bertujuan mengubszh

Yapcasila dan atau Undang-undang Dasar 1945 atan terlibat delam =

gerakan atau melaluken kegilatan yang menentang Negara demn atau Pe
merintah.

Fasal 100

Pegawai diberhéntiken dengan harmat dengan mendapat hak~hak kepegawail
an berdasarksn peraturan yang berlaku apabila berdasarksn surat dok-
ter yang ditunjuk oleh Ferusahasan Daerah dinyatdkan :

8. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannyasy
atan

b. Menerita penyakit atau kelalaian yong berbahaya bagi dirinya sen
¢iri dan atau lingkungan kerjanya, atau

ce Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampy bekerja kembali,

~,

Tasal 101

(1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 1
(satu) bulan terus meneru& dihentikan pembayaran gajinya, mulai -
bulan kedus 3

(2) Pegawai sebagaimena dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dalam -
waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepads Direksi ,
dapat

a. Ditugasken kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada -
alesan-alasan yang dapat diterima, atau
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be Diberhentikan dengan harmat sebagai pegawai, jika ketidak ha -
dirannya itu adalah karena kelaslaian pegawai yamg bersangkutan
dan memwrut nendsrat Dirsksi akan mengganggu suassna kerja  Ji
ka ditugaskan kembali 3

Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dalam -
waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara -
tidak sah, diberhentiken tidak dengan hormat sebagai pegawai.

-

Pasal 102

Pegawal yang meninggal dunia dengan sendiriaya dianggap diberhenti -

kan dengan harmat sebagal pegawal.,

(1)

(2)

(3)

Pagal 103

Pegawai yang hilang, diesnggap telah meninggal dunia pada akhir bu
lan ke 12 (dua belas) sejak dinyataksn hilang

Pernyatasm hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di
buat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Kekerangan -
atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib ;

Pegawai sebagaimane dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang kemudi
an ditemukan kembali den masih hidup, diangkat kembali sebagai pe
gawai dan gajinya dibaycr penuh terhitung sejak dianggep mening -
gal dunia dengan memperhatikan hak-hak kepegawaian yang telah di-
terima oleh keluargeanya.

Pasal 104

Kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dibe

riksn hak-hak kepegawaian berdasarkasn peraturar ysng berlaku.

(13

Pagal 105

Pegawai sebagaimansa dimaksud dalam pasal S8, pasal 100 huruf b -~

dan ¢ Peraturar Dserah ini :

a. Diberhentikan dengen hormat sebagai vegawai dengan hek pensiun
apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tahun den memiliki masa kerja pensiun sekurang-lkurangnye 10 -
(sepnluh) tahun ;

b. Diberhentikan dengan harmat dari jabatan Perusahasm Daerah de
ngan mendapat uvemg funggu apabila belum memenuhi syarat-syarat
usia dan masa kerja pensiun sebegaimapna dimaksud pada huruf a
ayat (1) pasal ini ;
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(2) Pegawai sebsgaimana dimaksud dalam Pasal 100 hwruf a, Peraturan -
Daersh ini, diberhentikan dengan hormaet sebagai pegawai dengan -~
halc pensiun :

a. Tenpa teriket pada masa kerja pensium, jika oleh Dokter yang -~
ditunjuk Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapet bekerja lagi
dalam semua jabatan, karena kesehatan yang disebabkan oleh dan

karena ia menjalankan kewajiban jabatan i

b. Apabila telah mermiliki masa kerja pensiun sekursmg-kurangnyva U
(empat) tahun, apabila oleh Dokter yang ditumjuk Perusshasm -
Daerah dinyatakan tidalc dapat bekerja lagi dalam senma jabaten
karena kesehatannya yong bukan disebabkan oleh den karena ia -
menjalankan kewajiban jabatan,

Pasal 106

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagei pegawai karena men
batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa ker
ja pensiun sekurang-kurangnya 10 {sepuluh) tahun.

Bagisn Kesepuluh
PENSIUN PSGAYAT DAN JANDA ATAU DUDA PEGAWAI
Pasal 107

Pensiun Pegawai dam pensiun Janda atau Duda menurut Peraturan Daerah
ini, diberikan sebagai jeminan hari tua dan sebagal penghargaan atas
Jasa-jasa pegawai selama bertahun tahun bekerja dalam Perusahaan Dae
rah,

Pasal 108

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan bessrnya pensiun ialah -
gaji pokek (termasul: gaji pokol tambshan dan atan gaji pokok tambah-
an peralihan) terakhir sebulan yeng berhak diterima eleh pegawal -
yeng bersangkutan berdasarkan peraturen gajl yeng berlaku baginya.

Pasal 109

(1) Masa Kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besszrnya pensi.
mn untuk selanjutnya disebut maza kerja untuk pensiun ialah waktu
bekerja di Perusahzan Daerah ;

(2) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain da
ri pada sebagai pegawai, dihitung penuh apabila yang bersangkutan
pada pemberhentiannya sebagai pegawai telah bekerja selurang - ku
rengnya selama 5 (lima) tehun
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(3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yanz lain disebut pa
da ayat (1) dan (2) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihi -

tung untuk sebugian atzu penuh sebagai masa kerja untuk pensiun ;

(4) Dalam perhituncan masa kerja, maka pecchar bulan dibulatkan kea -

tas menjadi sebulan penuh.
Pagal 110

FPemberian pensiun pegawai, pensiun janda atau duda den bagian pensi-

un Jenda ditetapksn olei Direksi atau Pejabat yang ditunjuke.
Pasal 111

Diatas pensiun vegawai, pensiun janda atau duda atau bagian pensiune
Jjanda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan
tunjengan uwnum atan bantuan-bantuan uwrug lainnya menuvrut ketentuan -
yang berlaku bagi »ensiun Pegawai Perusahasn Paerah vang akan dite -
tapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuang

an Perusahaan Daerah,
Fasal 112

(1) Yegawai yang diberhentikan dengan harmat sebagzi pegawai berhak -
menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya -

sebogal pegawal :

a. Telah mencapai ueii sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun ,
dan nemounyal masa kerja vntuk pensiun sekurang-kuramgnya 20
{(dua puluh) tshun ;

bae Oleh Dokter yangz ditunjuk oleh Perusahaan Daerah berdasarksn -
peraturan tenteng vengujien kesehatan pegawail, dinyatakan ti-
dak dapat bekerja lagl dalam Jabatan apapun juga karena keads—
an Jaspari atau rohani var: diselabizan oleh karena iz menjalan

kan kewajiban Jjabatannya, atau

c. Mempunyai masa kerja sekurang-lurangnya 4 (empat) tahun dan -
oleh dokter ymng dicuwijuk oleh Ferusahaan Daerah berdasarkan -
reraturan tentanpg pengujien kesehatan pegawai Perusshazn Dae-
rah dinyatakan tidal dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun -
Juga karena keadazn jasmani atau rokani, yeng tidak disebabkan

oleh dan karena ia menjalankan kewajiban Jabatannya

(2) Pegawai yang diberhentiken atan dibebaskan dari pekerjaan karena-
penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban

aparatur Perusahaan Daerah atau karena alasan-alasapn dinas lain -
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nya dan kemudian tidak dipekerjaksn kembali sebagai pegawal ber -
hak menerima pensiun pegawai apabila iz diberhentikan dengan har
mat sebagal pegawai dan pada saat pemberhentiannya sebagai pega =
wai itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun -~
den memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurengnya 10 (sepu
Iuh) tahun.

Pegawal yang telah menjalenkan suatn tugas Perusahasn Daerah +ti-
dak dipekerjakan kembali sehbagal pegawail berhak menerima pensiun-
pegawai apabila ia diberhentikan dengsm hormet sehagei pegawai -
dan pada saat pemberhertiammya sebagal pegawai ia telah mencapai
usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa -
kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;

Apabila pegawai yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini pa
da saat iz diberhentiken sebagai pegawai telah memiliki masa ker
Ja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 {sepuluh} tahun akan teta
pi pada saat itu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, pembe
rian pensiun kepadanys ditetapken pada saat ia mencapai usia 50 -
(lima puluh) tahun.

Pasal 113

Usia Pegewai untuk menetapken hak atas pensiun ditentukan atas dasar

tanggal kelahiran yang disebut pada pengengkatan pertama sebegsei pe-

gawail menurut bukti bukti yang sah, tenggal kelahiran atas umur pega

wal ditetapkan berdasarkan keterapngan dari pegawai yang bersanglutean

pada pengangkatan pertama itu, dengen ketentuan bahwa tanggal kela -~
hiran atas unur termaksud kemudian tidalc dapat diubash lagi untuk ke

verlunan penentuan hak atas pensiun pegawai,

M

Pasal 114

Besarnya pensiun pegawal sebulan adalah dus setengah perseratus -
dari dasar pensiun untuk tisp-tiap tahun masa kerja, dengan keten
tuan bahwa :

ae Pensiun pegawal sebulan adalah sebanyalk-banyalmya tujuh puluh
lima persercing dan sekurang-kurangnya empat puliuh perseratusg-

dari dasar pensiun ;

be Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 112 -
ayat (1) huruf b Peraturan Daerash ini adalah sebesar tujuh pu
luh lima perseratus dari dasar pensiun ;

Ce Pensiun pegawal sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok te-
rendah menurut Peraturan Perusahaan tentang Gaji dan Pangkat -
vang berlaku bagi pegawal yang bersangkuten ;
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Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini diperting
gi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai dinyatakan tidak
dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga kerena cacad jasmani,
dsn atau rohani yang terjadi didalem dan atau oleh karena ia menja
lenkan kewajiban jabatennya. Ketentuan-ketentuan tentamng Pemberian
Tambahan atas pensiun Fegawai ini diatur dengen Peraturan Perusaha
an Daerah.

Pasal 115

Untuk metiperoleh pensiur pegawai menurut Peratursn Daersh ini, pega -

wai yang bersangkutan mengajukan surat permintasn kepada Direksi atam

Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :

Qe

b.

Cs

d.

(1)

(2)

Salinan sah deri Surat Keputusan tentang FPemberhentiem ia sebagai-
pegowai

Daftar riwayat pekerjean yang disusun atau disahkan oleh Pejabat -
Perusahaan Daerah yang berwenang untuk memberhentiken pegawai yang
bersangku:tan ;

Daftar susunan keluarga yang disahksn oleh yang berwajib yang me -
moat nama, tenggal kelzhirem dan alamat (Istri-istri) atam Suemi -
den fnek-anak 3

Surat Keterangan dari pegawai yang berikepentingan yang menyatakan-
bahwa semia surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutip-
an dan barang-barang lainnya milik Peruschezan Daerah yang ada pada
nya, telah diserahkem kembali kepada yang berwajib.;

resal 116

Pensiun pegawai yang berhak diterima diberiken mulai bulen beri -
kutnya perzawai y=ns bersangkutan diberhentilken sebagai pegawai 3

Dalam hal termaksud dalam pasal 112 ayat (4) Peraturan Daerah ini
pensiun pegawai diberikan mulei bulan berikutnya bekas pegawai -
yang bersangkuten mencapai ugias 50 (lima puluh) tshun.

Paszl 117

Hak pensiun vegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun

pegawal yang bersanglutan meninggal dunia,

(1)

Pasal 118

Tembayarsn pensiun pegawai diberhentikep dan Keputusan tentang pem
berian pensiun pegawai dibatalksn, apabila penerima pensiun diang
kat kembali menjadi pegawai atau dismgkal kembali dalam suatu -
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jabatan Terusahaan Daerah dengan hak untuk kemudian setelah diber
hentikan lsgi, mempercleh pensiun menurut Feraturan Daerah ini

Apabila pegawai termaksud pada ayat (1) pasal ini, kemudian diber
hentiksn dari kedudukannya terakhir, kepadanys diberikan lagi pen
siun pegawai termaksud ayet (1) pasal ini atau pensiun berdasar -
kan peraturan pensiun yang berlaku dalom kedudukan terakhir itu
yang ditetapkan dengan mengihgat jumlah masa kerja dan gaji yang
lama dan baru, apabila perhitungam ini lebih menguntungken.

Pasal 119

Apabila pegawei atau penerima pensiun pegawal meninggal dunia, is
tri (istri-istrihnya untuk pegawai Dria atau suaminya untuk pega-
wai Wanita, yang sebelurmya telah terdaftar berhak menerima pen -

simn janda atau duda ;

Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawal yang beristri atav-
bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri ataw suami -
yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda stau du
de, dengen menyimpang dari ketentusn deri ayat (1) pasal ini, pen
giun janda atavu duda diberikan kepada istri atav snami yang ade -
waktu ia meninggal dunia ;

Dalam hal pegawai atau penerima pensiun pegewai mria termaksud pa
da ayat (1) dan (2) pasal ini, beristri lebih dari secrang, pemsi
un janda diberikan kepada istri yang ada pada waktu itu paling la
na dap tidak putus-putus dinikahinya.

Fasal 120

Besarnya pensiun janda atau duda sebulen adalah tiga puluh enam -
perseratus dari dasar pensiun, dengan ketentvuan apabila terdapate
lebih deri seorang istri yang berhak menerima pensiun }anda besar
nya pensiun janda masing-masing istri adalah tiga puluh enam per-
seratus dibagi rata antara istri-istri itu ;

Jumlsh tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun termeksud -
ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari tujuh puluh lima perse
ratus dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahssn Dae -
rah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai yang berlaku bagi almerhum -
suami atau istrinya ;

Apabila pegawai tewas, maka besarnya pensiun janda atau duda ada-
lah tujuh pulunh dua perseratus dari dasar pensiun, dengan ketentu
an bahwa apabila terdapat lebih dari seocrang istri yang berhak =
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menerima pensiun janda, besarnya bagian pensiun janda untuk masing
masing istri adalah tujuh puluh dua perseratus dibagi rata-rata an
tara istri-istri itu j

Juglah tujuh puluh dua perseratus dari dasar pensiun termaksud -
ayat (3) pasal ini tidak boleh lurang dari gaji pokok terendsh me
nurut Yeraturan l'erusahaan tenteng Gaji dan Pangkat Pegawal yang ~

berlaku hagi almarbum suani atau istri.
Pasal 121

Apabila pegawai atau penerima vensiun pegawal meninggal dunia, se

dangkan ia tidok nempunyai istri atau sucmi logl yong berhak untuk

menerina pensiun jonda atau duds atau bagian pensiun janda atau du

da, atau bagian pensiun janda termasuk pasal 119 Peraturan Daerah

ini ¢

a. Pensiun janda diberikan kepada anak-analmya, apabila hanya ter~
dapat satu golongen anak yang sah seibu j

b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golong
an anak yong sah seibu i

c. Yensiun duda diberikan kepada anak (anske~anaknya) ;

Apshila pegawal ria atan penerime pensiun Iria meninggal dunia se
dangksn ia mempunyai istri (istri-istri) yeng berhak menerima pen
siun jonda ataw bagien pensiun janda disamping anak (anak-anak’? da
ri istri (istri-istri) yamg telah meninggel dunia atau telah cerai
bogien pensiun diberikan kepada masing-masing istri dan golongan -
anak (anak-anak) seayzh seibu termaksud ;

Kepada anak (anak-smeknyz) yeng Ibu dan Ayahnya berkeduduken seba-
gai pegawai dan kedua-duanya meninggal dvnia, diberikam satu pensi
un janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang -
lebih menguntungkan ;

Ansk. (ansk-snaknya) yong berhak menerima pensiun jsnda atan bagi-
an pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) ateu ayat -
(2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pede waktu pegawai atau

penerima pensiun pegawal meninggal dunia :

2. Belum menozpai usia 25 tehun, atau
b. Tidak mempunyzi penghasilan sendiri, atau
te. Belum menikah atau belum pernah menikah.

Pagal 122

Pendaftaron istri {(istri-istri) atan suami a2tau anak (anak-anak)se
bageai yamg berhak menerima pensiun janda atau duda yang dimsksud -
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dalam pasal 111 dan pasal 112 Peraturan Daerah ini harus dilalu -
kan oleh pegawali atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutmms;

Fendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima
pensiun harus dilakukon dengan sepengetahuan tiap-~tiap istri yang
didaftarksn ;

Jikalau hubungan perkawiinan dengan istri atau suami yeng telah -
terdaftar terputus, maka terhitung mulai perceraian berlalkg sah -
istri ateu suami itu dihapuskan dari daftar istri atau suani yang

berhak menerima pensiun janda atau duda 3

Anak yang dapat didaftarken sebagai anak ysmg berhak menerima pen
siun janda atan duda atan bagian pensiun jande seperti dimaeksud -
pasal 120 Peraturan Daersh ini ialah :

a. Anak-anak Pegawal atau penerima pensiun pegawzi dari perkawinan
nya dengan istri (istri-istri) atau suami yemg didaftsr sebagai
yang berhak menerima pensiun janda atau duda ;

b. Anak-analt pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.

Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah anak-smak yang
dilahirkan sel=ama perkawinan itu dan anak ysmg dilahirkan selam -
bat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terpu-
tus 3

Pendaftarap istri (istri-istri), anak (znak-anak) sebagai yang -
berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu)
tahun sesudah perkawinan atau kelshiran atau sesudah saat terjadi
nya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

Fendaftaran istri atau suami atau anak yang diajukan sudah lampau
batas waktu itu tidak diterima lagi.

rasal 123

Apabila pegawal tewac dan tidak meninggalkan istri, suami atan -
gnak, dua puluh perseratus dari pensiun jonde atau duda termaksud
pasal 119 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada orang -

tuanya 3

Jika kedua crang tuas telah bercerai, kepada mereka maging-masing-
diberikan separch dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 124

Untuk memperoleh pensiun janda atau duda atau bagian pensiun jasnda -

menurut Feraturan Daerah ini janda (janda~janda) atau dudae ysng ber
sangkuten mengajukan surat permintasn kepada Direksi dengan disertais
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&. Surat Keterangsn Kematian atau salinamnnya yang disahkan oleh -
yang berwsjib ;

b, Szlinan Surat Nikaeh yang disahkan oleh yong berwajib

¢. Daftar Susunan Kelunarga yang disshkan coleh yang berwajib yang-
nemuat noma, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepen
tingan

d, Surnt Keputusan yang menetapkan 'anglkat dan Gaji terakhir Pega

wai,
Tasal 125

Vemberien pensiun Janda atauz Duda atan bagian pensiun janda kepas
da amak (anak-snak) termaksud pasal 121 Peraturan Daerah jni dila
kukan atas permintaan dari atau atas nama amak (apnak-anak) yang -
berhak menerimanya ;

Permintaan termaksud ayat (1) pasal iri harus disertai :

8. Surat Keterangan XKematian atau salirannya yamg disahkan oleh -
yang berwajib ;

b. Salinan Surat Kelshiran anak-(anak-smak) atau Daftar Susunan -
Keluarga Pegawai yvang bersangkutan yang disahkan oleh yang ber
wajidb, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka-
yang bersangkuten

c. Surat Keterangen dari yang berwajidb yang meneramgkan bahwa
anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai
penghasilan sendiri ;

d. Surat Keputusan yen: menetapken FPangkat dan Gaji Pokok tera
khir Pegawai atan penerima pensiun pegawal yang meninggel du

nia.
Pasal 126

Kepala Unit dimana pegawai Perusahasn Deerah yeng meninggal dunia
terakhir bekerjza, berkewajiban untuk membantu ager pengiriman su
rat permintasn beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal
124 dan 125 ayat (2) terlaksana selekas mungkin ;

Istri, Suasmi atau Anak (enak~anak) dari penerima pensiun pegawai-

atau penerima pensiun janda atau duda yang meninggal dunia dapat-

mengajuken .surat permintasn beserta lampiran lampirannya termak-

sud dalam pasal 124 den pasal 125 ayat (2) Peraturan Daerah igi,

langsung kepada Direksi dengan disertai salinan dari Keputusen ten
tamg Cemberisn Tensiun Tegawai atau pensiun janda atan duda kepada
penerima pensiun yamg bersangkutan.
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Pasal 127

(1) Pensiun Janda atau Duda atau bagien pensiun jenda menurut Peratur
an Daerah ini diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai =
atzu penerime pensiun pegawail ysng bersangluten meninggal dunia §

(2) Bagi anak yang dilshirkan dalam batas waktu 300 (tiga ratus) hari
setelah pegawai atam penerima pensiun pegawai meninggal dunia,pen
siun janda atau bagian pensiun .janda diberikem bulan berilminya-
tanggal kelahiran ansk itu.

Tasal 128

Vemberian pensiun janda atan duda atau bagian pensiun janda berakhir

pada akhir bulan :

a, Janda atan duda yang bersangkutan meninggal dunia ;

b, Tidak lagi terdapat anal yang memenuhi syarat-syarat untuk meneri
manya.

FPasal 129

Apabila sysrat-syerat yang disebut dalam pasal 116, pasal 124 atau
vasal 125 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi atan jika karena sesua
tu hal penetapsn pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda atau -
duda atan bagian pensiun jenda belum dapat dilsksanakan, kepada be-
kas pegawai atau janda (janda-janda) duda atau emek (anak-snak) yeng
berkepentingan oleh Pejabat yang berhak memberhentiksn pegewai yang
bersangkuten dapat diberiken untuk sementara uang muka ates pensiun
pegawai atan pensiun janda atam duda atau bagian pensiun jamda menu-
rut petunjuk yeng ditentukan.

pasal 130

Apabila penetapan pemberisn pensiun pegawai atau pensiun jande atan-
duda atau pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, penetapan -
tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan Surat Keputusan baru -
yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun atau
pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda yang mungkin telah
dibayarkar, tidak dipungut kembali.

Pasal 1%
(1) Fensiun janda atau duda atau begian pensiun janda yang diberikan.
kepada jenda atau duda yang tidak memepunyai apak, dibatalkapn Jji

ka jande aten duda y=ng bersanglutan nikah lagi, terhitung dari -
bulen berikutnys perkawinan itu berlangsung ;



(2}

- ¥ .

Apabila kemudian khusus dalam hel jemda (janda-janda) perkawinan -
termaksud ayat (1) pasal ini terputus, terhitung bulan berikutnya-
kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda  ateu
bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih mengun
tungkan kepadanya diberiksn pensiun jenda yang menurut Peraturan -
Daerah ini dapat diperoclehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 132

Hapusnya pensiun pegawail atau pensiun janda aiau duda :

1.

2e

(1)

2)

(1)

Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda atau duda ha
pus
a, Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin Ferusahaan Dagrah -

menjadi Anggota Tentara atau Tegawal suatu Negara Asing ;

be. Jika penerima pensiun pegawai atau pensiun janda etau duda atau
bagian pensiun jenda menurut Keputusan Pejabat yang berwenang -
dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu -
gerakan ysng bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan
Haluan Negara yang berdasarkem Pancasila j

¢. Jika ternyata keterangan keterangen yaung diajukan eebegai bahan
untuk menetapkan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda -
atau duda atau bagian pemsiun janda, tidak benar dan bekas pega
wai atau jande, duda atau anak yang seharusmya tidak berhak di
berikan penasiun ;

Delam hal-hal tersebut dalam butir 1 huruf a dan b pasal ini,Surat
Keputusan Pemberian Pensiun dibatalkan, sedang dalam hal tersebut-
butir 1 huruf ¢ pasal ini, Surat Keputusan termaksud dicsbut.

FPasal 133

Sumber dana pensiun pegawai dapat dihimpun dari :
a. Prosentase dari laba untuk dana pensiun

b, Turanp Pensiun

c. Dana-dana dan penghasilan lain yang sah 3

Jumlah atau besarnya iuran dana pensiun untuk pegawai dan cara-ca-
ra pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai akan diatur ter -
gendiri dengan Keputusan Direksi.

Pegawai Perusshaan Daerah yang ada pada saat berlakunya Peraturan
Daerah ini yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daersh atau
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Pegawal Negeri Sipil DMusat, dapat ditunjuk sebagai pegawai yang di
perbantukan kepada Perusahaen Daerah atau pindsh menjadi pegawat j

(2) Disamping pegewal ysng tersebut pada ayat (1) pagal ini, pegawai -
yang ada atau yang telash bekerja pada Derusshasn Daerah pada saat-
berlakunya eraturan Daerah ini dapat ditetapksn sebagai pegawail ;

(3) Pegawai yang ada pada saat jatuhnya atau pembubaran Perusahasn Dae

rah diberi usng pesangon yang besarnya akan ditetapken oleh Kepals
Daerah ;

(4) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Degawai Negeri Sipil Daerah yang di
perbantukan kepada Terusghaan Daerah, pada saat pembubarsn Perusa-
haan Daerah dikembalikan kepada status semula.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUFR
Pagal 135

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyataken dicabut dan tidak-
berlaku lagi segals ketentuan yang pernah ditetapkan, sepanjang ber -
tentangan dengen Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur didalam Peraturan -
Daerah ini, sepenjang mengenai pelekssnaennya aksn diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah dan atau Keputusan Direksi.

Pasal 137
(1) Peraturan Daersh ini mulai berlaku pada tanggal -diundsngkemnya ;

(2) Mengundangkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daersh Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 12 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOPAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAFRMH TINGKAT II SURAGBAYA TINGKAT II SURABAYA
Ke tua
ttd ttd
STANY SOEBAKIR dr. POFRNOMO KASIDI

Disahkan dengsm Keputusan Gubernur Kepala Daersh Tingkat I
Jawa Timur tamggal 21 Pebrueri 1987 Nomor 51/P tahun 1987%.

A.n.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Lsisten I Sekretaris Wilaysh/Daersh

ttd

M, ARTEF MULJADI, SH
Nip, 5710019640
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Diundangksn dalem Lembaran Dasrah Kotamadys Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1987 geri C tanggal 5 Maret 1987 Namar 5.

A.n, WALTKOTAMADYA KEPALA DARRAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Dre. SCENARJO
Salinan sesuai dengan aslinya Nip. 510049479,
Sekretaris Kotamadys/Daerah
sagkat IT Surabaya




PENJELAS/N FERMTURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHIN 1986
TENTMNG
EETENTUN~EETENTUAN POKOK BiDMN FENGAWAS DIREKSI DN KEFEGAWALN
PERUSAHAAY DIERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

BENJELAS/N UMUM :

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 ayat
(1) dan ayet (2) Peraturan Daersh Kotamadya Dserah Tingkat II Surabaya Nomor T
tahun 1976 tentang Perusahaan Deerah dir Minum beseria penjelassamnya yang mo=-
nentukan bahwa dalam mengatur Redudukan hukum, gadi, pensiun, tunjangan serta
penghasilan-penghasilan lain bagi pegawai Ferusahaan Daersh Air Mjinum diberle=
kukean ketentuan yang ssragam, serta sesuai dengsmn ketentuan yang telah digerig
kan oleh Pemerintah Puset dalam hal ini Menteri Palam Negeri melalui Feraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 690=1572 tshun 1985, Surat Menteri Dalam Negeri =
tanggal 15 Maret 1986 Nomor 690/1294/FPUDD den Syrat Menteri Dalam Negeri tang
gal 2 Mei 1985 Nomor 690/1734/FUOD, make dipandeng perlu meneiapkan Peraturan
tenteng ketentueneketentuan pokok Badan Pengawes, Direksi dem Kepegawaien TPeru
sshaan Dserah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkst II Surabaya, dengamn suatu Per
aturan Daerah.

Se jalan dengan semakin meluasnya volume tugas-tugas dan meningkatnya =
rermaselshan=permasalahasn yang dihadapi oleh Perusahasn Daerah Air Minum Kotg
madya Daerah Tingkst TII Surabays den dalam usshe peningkatan pelaysmmen kepada
masyaraket ager dapast dicapai tujuan secera berdeya guna dam berhagil gune da
lam men jalankan roda Perusahaan Dserah, periu diimbamngi dengsn ditetapkamnye-
ketentuan yang dapat meningkstkan dan menjamin kese jahteraem sosiel bagi para
pegawai ierusahasn Dmeesh dir Minum, baik pada saat pegawai masih menjadi pegg
wai Perusshaan Dmersh maupun setelsh pegawai yang bersangkutan sudah diberhen—
tikan sebagai pegawai Perusahasn Daerah dengam diberi hak pensiun.

Dengan ditetapkennya feraturan Daerash ini, meka kedudukan, Hgk dan wewe
nang serta kewejiban Badan Fengawas, Direksi dan Kepegawnisn Perusshaan Deersh
4ir Minum Kotsmadya Daerah Tingkat IT Surabays telsah mempunysi lendasan hukum,
yag lengkap serta sesuai dengan Peraturan perundeng-undangan yang berlaku.

FPENJELSMN PASAL TEMI PASAL 3

Pasal 1 sampai dengen Fasal 7 s Culkup jelas ;
Pasal 8 ayat (1) huruf a s Cukup jelas ;
huruf b : Ketentuan dalam hurf b ini tidak menutup

kemungkinan dilakuksnnys pengawasam dan
pemeriksasn yeng dilakuksn oleh Inepektorat
Wilayah Kotamadya Deerah Tingkat II Surabe=
ya maupun Ingtansi lain yang berwenang.

hupuf ¢ s Cukup jelas 3
Fasal 9 : Cukup jelas ;
Pasal 10 sampai dengen Fasal 12 : Cukup jelas 3



Pasal 13

Pasal 14 sampai dengan
Pasal 16

Pasal 17

Pesal 18 sampai dengen
Pasal 27

Fagal 28 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

dnggota Direksi yang dimngket dari Pegawai gelama men

jabat sebagai snggota Direksi kedudukan, hak atau we-

wenang serta kewajibannya diberlakukan ketentumme=ke =

tentuan yang berlaku untuk Direksi.

Ketentuan dalam Pasal ini tidak mengurangi hak Pogawai
untuk diangkst menjedi emggota Direksi akan tetapi ha

nye menegaskan bshwa seseorang pegawai selama diang -

kat sebagal snggote Direksi hakehak kepegawaian yamg

dietur dalam Pereturan Kepegawaian Perusahasn Deerahe

tidak berlaku lagi bagi pegawai yang bersangkutan,

Cukup jolase.

Dicantumkeannya ketentuan ini dimaksudksn agar aup&ya-
pengoluaran untuk uang jas2 Badan Fengawas, gaji Di-
reksi dan gaji Pegawai secarm keseluruhamn sebanding -
dengan pendapstan Feruszehaan Daerah dalam arti jangan
sampai ter jadi sebagisn besar uang pendapetan Ferusa-
haen Dserah hanys untuk membayar usng jasa Badan Pe-
ngavas, gaji Direksi dan gaji pegawai.

Dengan adamya batasan jumlah pengelueran wntuk jasa
Badan Fengawas, gaji Direksi den gaji Pegawai diharap
kan rentabilites Perusehaan Dmerah dapat terjamin, =8
hingga Ferusahaen Daersh dapat men jalenkan tugas pow
kok dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan atau mengem
bangkan kebutuhan ekan air bersih bagl masyaraket 8Su
rabaya dan sekitarnya serta dapat memberikan bagien -
laba yang terus meningkat setisp tehun kepada Pemerip
teh Baerah.

Cukup jelas.

Cukup Jjelas.

Fanitia ujian dibentuk dengan Keputusan Direksi.
Huruf a ; Pengetshuan umum meliputi sntara lain pe =
ngetahuan Bahasa Indonesia, Falsafah/Jdiclogi Negara
yaitu Pancasila, Garieegeris Besar Haluan Negara, Ta-
+a Negara Indonesia, 3o jarah Indonesia, kebijaksanaan
Fomerintsh dan lain-lain yang dipendang perlu.

Huruf b : Pengetahusn tehnip adalah pengetshumn tehe
nis yang dipsrlukan menurut bidang yang bersangiartan.
Huruf ¢ ¢ Ujian kepribadian (psychotes) tidek mutlak
den hanya diadakan sesusi dengsn kepsrluan berdasar
kan ketentuan Direksi,



Pasal 29 sampai dengan
Fasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 s Pengangkatan Pegewai Honorer dilakuken apahila
dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan akan
pegawai dalem rangka penyelesaisn suatu peker
jasm di Peruseshaan Daerah untuk jangka waktue
tertentu sesuai dengan kebutuhan,

Pasal 33 sampai dengan 1§ Cukup jelas,
Pasal 37

Pasal 38 Ketentuan dalamipasal ini berlaku'hanya untuk
pegavai ysng terksena hukuman disiplin sebagaie
mana ditetapkan dalam Pasal 87 butir 4 Peratugr
an Deereh ini,

FPasal 39 sampai dengan : Cukup Jelas.

Fasal 42

Pasal 43 1 Ketentuan pembsrian besarnya honorarium lepade

Fegawai honorer dilakukan dengen memperhat ikan
kemampuan &nggeram Ferusahaan Daerah.

Pasal 44 sampai dengan
Pasal 46 t Cukup Jelas.

Pasal 47 1 Tengabdian sebagaimsna dimaksud pada pasal ini
dapat dinilai dari kesetiaan, prestasi kerja,
tanggung jewab, ketaatan, ke jujuran, kerja g8
ms, prakarsa, keocakspan dan kepemimpinam pega
wai yang bersangkuten dalam melaksanakan tugag

nya.
Pasal 48 sampai dengen
Tasal 51 : Cukup jelas,
Pasal 52 ayat (1) : Pegawai yang diangkat dalam suatu jebatean, t¢

tapi pengkatnya masih dibawah pangkat terendah
untuk jabastan itu, pada dasarnye adalsh karena
kecakapan pegawai yang bersangkutan, oleh se=
badb itu dapat dipercepat kenaikesn pangkatnya.

ayat &) :+ Cukup jelas,
Pasal 53 :+ Cukap jelas.
Pagal 54 : Yang dimaksud dengen prestagi kerja yang luar

biasa adalah prestasi kerja yang sangat menon-
jol, yeng secara nyata diakui dalam lingkungan
ker janya sehingga pegawai yeng bersangkutan -
nyata-nyata menjadi teladen bagi rekan-rekasnnnya.
rrestasi kerja yang luar biasa baiknya itu di
nyatakan dalam bentuk Kepuiusan yeng ditendata
ngeni Direksi, tidek dapat didelegasikan ke =
pada pejobat lain. Dalam Keputusan tersebut an
{ara lain disebutkan bentuk den wujud prestasi
kerja yang luar biasa itu.



Fagal 55
Pasal 61

fasal 62

Pasal 63
Tasal T3

rasal T4

Tasal 715
Fasal 76
Pasal 77

Pasal 78
Pasal 81
Pasal 82

Pasal 83
Pagal 85
Pasal 86

sampaindengan

sampai dengan

sampai dengan

ayat (1)
ayat (2)

ayat (3)

sampai dengen

ayat (1)
ayat (2)

sampaimdengan

-

Cukup jelas.

Tembinasn Kmntor Fegawai yang dimaksud pada Fasal
ini antara lain me}tiputi kepangkatan, penempatan—
dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihen
jabaten dan lain-lain,

Cukup jelas.

Cuti sakit sebagaimana dimeksud pada pasal ini -
adalah cuti sakit ysng diberikan kepada pegawai=
yang mengalami Kecelakaan selama menjalani perae

watan sampai sembuh.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Untuk mendapatkan euti diluar tanggungan Perusahg
an Daoran ssbageimsna dimaksud pada gyat ini pegas
wal yeng berdengkutan mengajukan permohonen seog
ra tertulis kepada Direksi stau pe jabat yang di=-
tun juk 3

Selama menjalani cuti diluar tanggungan Perusahasn
Deerah, pegawai yang berdangkutan tidak berhak mg
nerima penghasilan dari Perusgahsian Daergh.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Lamanya cuti karens alasan penting ditentuken cleh
Direksi atau Pejabat yang ditunjuk berdasarksn =
pertimbangan wakitu yeng diperluksn dleh pogawai-
yang bersangkutan tetapi tidak boleh lebih dari 2
(dua) bulen.

Culup jelas.

Ucapan adelah setiap kate-kata yang diucapken 4i
hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, o=
perti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui el
pon stan alat komunikasi lainnyae.



Pasal 87

Pasal 88
Pasal 98
rasal 99

butir 1
butir 2 huruf a

butir 2 huruf b
butir 2 huruf c
butir 3

butir 4 huruf a

butir 4 huruf b
dan ¢
butir 4 huruf 4

sampal dengon

ayst (1) huruf a

ayet (1) huruf b

Tulisan adalsh pernyetaan pikiran dan atau perasaan s
cara tertulis baik dalem bentuk tulisan atau dalam ben
tuk gambar, karikstur atau ecretan=coretan dan lain -
lain yang ssrupa dengan itu.

Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau +tine
dakan,

$uku jelas.

Hukuman disiplin berupa tegoran lisan dinyetakan dJdan-
disampaikan secara tegas cleh pe jabat yang berwenang -
menghukum kepada pegawal yang bersangkutan.

Cukup Jelas.

Cukup jelase.

Cukup jelase.

Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat =
¥ang dinyatakem dalsm butir ini ditetapksn untuk mapa
sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan den paling la
ma 1 (satu) tahun,

Cukup Jjelas.
Felaksmnaan butir ini setelzh mendapatkan persrtujuan
Kapala Daerah melalui Baden Pengawas.

Cukup Jjelas.

Pemberhent ian pegawail dilakukan tidak dengan hormeat =
apabila seorang pegawai telah ternysta melangger sum
peh gtau janji aten melangger peraturan disiplin pogs
wal yang berat menurut pertimbangan stasan yang berwe
nang pegewai yang bersangkuten tidak dapat diperbaiki
lagi.

Pada dasarny2, tindak pidamna ke jahatan yeng diancam ds
ngan pidana penjara 4 (empat) tehun atou diancam dew
ngen pidana yang lebih berat adaleh merupakan 1indak
pidena ke jshaten ymg berat.

Meskipun Maksimun anoamaw pidana terhadap suatu tindak
pidana telsh ditetapken namun pidana ymmg dijetubken
ateu diputuskam oleh Hakim terhadap jenis tindak pida
na itu dapat berbeda sohubungsn dengan barat ringan -
nya tindak pidena yang dilakukan dan atau besar kecil
nya akibat yang ditimbulkannya.



Ayat (2) huruf a

dyet (2) hurut b

dyet (1)

Pagal 100 huruf a

:

3

Berhubung dengan itu, maka dalam mempert imbangken apakah
pegawai yang telah melakukan tindak pidana ke jahatan itu
okan diberhentikan atau tidak, atau apakah diberhentikmm
dengan hormat atai ¢$idek dengan hormat, harus dipertim -
hangken,

Demikiean pula faktor—faktor ysng mendorong pegawai
yang bersangkutan melakuksn tindek pidena ke jshaten itu,
gerte harus pulea mempert imbangikan berat ringannyes putusen
rengadilan yang dijetuhkan,

Pada dasarnya jabstan yang diberiken kepada eeorang pee
gawai adalsh merupakan kepercayaan dari Perusashaan Dsersh
yang harus dilakssnaken dengan sebaikebaiknya.

4dpabila seorang pegawai dipidena penjara atau kurungan =
berdasarkan Keputusan Fengadilan yang telah mempunyai ke
kuaten hukum yang tetap karena melakukem suatu tindak pi
dana ke jahatan atan tindak pidana ke jahatan yang ada hu
bungannya dengen jabatan ataumpeker jaennys, meka pegawai
yang bersangkutan herus diberhentikan $idak dengen hor -
mat karena telah menyalsh guneken kepercayaan yang dibee
riken kepadanya.

Tindak pidana ke jahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hulkum
doara Pidena, adalah tindak pidana ke jahaten ymng berat
karena tindak pidemna ke jahatan itu adalsh tindek pidana
ke jahatsn terhadap keamanen Negara, ke jahatan yang me =
langgar martabat Presiden dan Wakil Presiden, ke jahatan
terhadap Negara dan Kepala Negara sahsbat ke jahatan Dange
nai perlskuan kewajibem Negara, hak=hak Negara, den ke
Jjahetan terhadap ketertiban Usmume

Pegawai yang ternyata telah melakuksn usaha atau kegiatam
yang bertujusn mengubsh Panoasila dan atau Undangeundeng
Dasar 1945, atau terlibat dalam gerakan atau melakukm -
kegietan yang menentang Negara atau Pemerintah sudah m
nyalahi sumpahnya sebagai pegawai. Oleh karena itu pagae-
wal yang demikian harus diberhentikan tidak dengan hormat,
regawai gedbagaimana dimeksud dalam huruf ibji, adalah re
gawai yang telah dinyataksn dengon Suyrat Keterangan Dokw
ter yang telah ditunjuk oleh Perusahasn Daserah bahwa ko
adaan kegehaten jasmani den stau rohani yeng bersangkuten
sudeh sedemikian rupa, sehingga $idak dapat bekerja lagi
dalem semua jsbatan Ferugahaan Daerah,
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huruf b : Pegawai sebagaimana dimaksud delem huruf ini, adalah
pegawal yang telah dinystakan dengan Syrat Keterang-
an Dokter yang ditunjuk oleh Farugahaan Deerszh bahwa
yeng bersangkutan menderita penysakit atau kelainan -
yeang sedemikian rupa, sehingga apabils ia dipekerjo-
kan terus aken dapat membahayzkan dirinya sendiri =
atau orang lain.

huruf ¢ ¢ rfegawai ssbagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah
regawai yang uotelah berakhirnya cuti sakit belum =
mampu bekerja kembali, yang dinystakan dengan Surat
Katerangan Dokter yang ditunjuk oleh Perusshaan Dae

rah.
Pasal 101 ;1 Cukup jelas.
Pasal 102 1 Cukup jelas.

Pasal 103 ayat (1) Pegawsi yang hilang selama 12 (dua belas) bulan di-
mggap gebegai pegawai yang magih tetap bekerja oleh
sebab itu gaji dan penghasilon lainnyz yang berhak =

diterimanya diterimaken kepada keluerganya, yaitu =

-

istri, suami, atau anak yemng sah, Jika setelah jang=
ka waktu 12 (due belas) bulan pegawai yeng hileng =
itu belum juga dikstemukan, maka ia dianggap telah
meninggzal dunia pada akhir bulan kedua belas dan kKow
pada keluarganya diberikan uang duks wafat atewn umg
duka tewas dan hakehak kepegawaisn lainnya berdasarken
peraturan Fer-Undang-undangsn yzng berlakue
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) s Hakehak kepegawaian ysng diperhitungken sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini, termasuk usng dukas wafat =
&t au uang duka tewas.
Yasal 104 Cukup Jelas.
Pagal 105 ayat (1) huruf a 3 Cukup jelas.
ayat (1) huruf b

(1]

Uang tunggu sebagaimene dimaksud dalam ayet (1) b
ruf b pesal ini diberikan paling lama 1 (satu) tahun
dan dapet diperpanjang tiap=tiap kali paling lama 1
(satu) tohun, tetapi tidak boleh lebih lama dari 5
(1ima) tshun,



ayst {2)
Pagal 106 gampai
dengen Pasal 111
Fasal 112 myat (1)

ayat (2)
den ayat (3)

fasal 113
Fasal 114 ayat (1)

ayat {2)

H

an

Besarnya uang tunggu adalsh 80 % (delapean puluh pep
geratus) dari gaji pokok untuk tahun pertama dan 75 % (tu=
juhpuluh lima perseratus) untuk tzhun=tshun berikutnya.

Apabila pade waktu berakhirnya masa pemberian uang=
tungzu pegawai ymg bersangkutan telah mencapai usia seku-
rang-kurongnya 50 (lima puluh) tshun, dan telah memiliki -
masa kerja pensiun sekurangekurangnya 10 (sepuluh) tahun,
mska ia diberhent ikan dengan hormat sebagai pegawai dengan
hak pensiun.

dpabila pada waktu berakhirny=z masa pemberisn usng
tunggu, pegawai tersebut telah memiliki masa kerja pensiumn
sekurang=kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencam
poi usia sekurang~kurengnya 50 (lime puluh) tshun, meka in
diberhent ikan dengan hormat sebrgai pegawai dan pemberiszn
pengiunnys ditetapkan pada saat iz mencapai usis 50 (1limae
puluh) tahun,

Adpabila pada wakitu bernkhirnys masa pemberian umng
tunggu, pegawai tersebut belum memiliki masa ldrja pensiun
gekurang-kurmgnya 10 (sepuluh) tshun, maka ia diderhenti=
kan dengsn hormat sebagmi pagawai tanpn hak Pensiun,

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Barhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua ditetap
kon batas usia minimal ysng harus telnh dicapai oleh Fega-
wai untuk mendapnt hok pensiun, yaitu umur sekurangwkurang
nya 50 (1ima puluh) tshun.

Dari syarat tentong batas usis minimum terssbut dikeounali-
kan pegawai yang harues diberhont ikan sebagei pegawai kare
na keadaan jasmami den ateu rohkeni,

Karena pemberian pensiun dimakgudkan juga sebsgai penghar—
gaan atas jasaejasn pegawal kepada Ferusehaan Daerab, maka
ditentukean pula minimum masa kerja yamg wajar sebagai gya-
rat untuk dapat diberhentikan dengan hek pensiun, yaitu eg
kurang=kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Cukup jelas.

Cukup jelsow.

Besarnya pengiun seb.alan ditetspken set inggiptingginya
75 % (tujuh puluh lima perseretus) den serwndaherendabhnya
40 % (empat puluh perseratus) dari gaji pokoks

Besarnya pensiun seorang pegawai tergantung pertimbamngen
lama masa kerja ymg dimiliki pegawai yang bersangkutm.
Oukup jelas.



Fasal 115 sampei dengen
fasal 117
Fasal 118 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 119

Pasal 120 syat (1)
ayat (2)
eyet (3)

ayat (4)

Fasal 121 ayat {1) sampai

dengan eyat (3)
ayat (4)

Fasal 122

Pasal 123 sampai dsngen
Fasal 130
Pasal 131

Fagal 132 butir 1
huruf a
butir 1 huruf b

tH

:

Cukup Jjolase.

Ketentuan pasal ini dimaksudkem untuk menghinderi
terjodinya pemberisn lebih dari satu mecam pensi=
un pegawai atau pensiun janda kepada bekas pege~
wal atau istri atan anaknya.

Kepada pegawai yang bersengkiten diberikan pensiun
menurut perhitungan yang lebih menguntungken,
Cukup jelase.

Cukup Jjelas.

Cukup jelas.

Yeng dimaksud tewas dalam ayat (3) pasal ini ade=
lah meninggal dunia dalam dan oleh karena menja =
lankan $ugas.

Cultup jolas.

Cukup Jelas.

Bordasarkan ketentuan pada gyot ini, dalam hal -
janda atan dude penerima pensiun meninggal dunia
dan mempunyai anak (anakeanak) yang berhak diberi
kan pensiun, meka pensiun janda atau #uda diberie
kan langsung kepada anak {enak—snak) itu, tanpe
memerlukan penetapan surat keputusan pensiun bawu,
Fendafataran suami istri ateu anak sebagei yang =
barhak menerimz pensiun janda atau duda perlu diw=
adakan untuk menjamin hak mereka, memudohken tata
usaha gertsa untuk mempercepast pemberian pensiun,

Cylkup jelas.

Tensiun janda atau duda atou bagian pensiun jenda
yog diberikan kepada janda otau duda menurut ke
tentuan ayat (1) Fasal ini tidak dibatalkan jika
janda atau dqude masih mempunyai anak.

Cukup Jelasg.

Yang dimeksud dengsn keputusan pejabat yang berme
neng dalam pasal 132 butir 1 huruf b ialsh Badan
fengadilan Negeri dan ateu Presiden.



butir 1 hupuf ¢
butir 2

Pegal 133
Pasal 134 ayat (1)
ayat (2)

ayat (3) den

ayat (4)
Pasal 135 sampai dengan
Fasal 137

0 -

Cukup jelas.

Dalam hal Keputusan pemberisn pensiun dicabut
termaksud pada ayat ini, maka pensiun yeng te
lah dibgyarkan harue ditagih kembali.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Fegawni yang dimaksud dalem =yat (2) Pasal ini
adal=sh pegawai yang radz sast ditetapkannyz =
Peraturan Deserah ini telah mengasbdikan diri -
atau bekerja untuk kepentinmgan Ferusshaan Dac-
rah dapat diangkat menjadi pegawai termapuk
pegawai yang pada waktu ditetapkannye Peraturen
Deersh ini gudah berumur lebih dari 35 (tiga -
puluh 1ima) tahun dengan syarat pada wektu per
tama kali bekerja di Perusashaan Daersh berumur
tidek lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Balinan sesuai dengan aslinya
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